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ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 26 Mei 2015 Nomor
470/657-Bid.Info perihal Jumlah Kepala Keluarga di Kota Depok.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok
ini adalah :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat
II Cilegon (LN RI Tahun 1999 Nomor 49, TLN RI Nomor 3828),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI
Tahun 2008 Nomor 02, TLN RI Nomor 4801) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Partai Politik (LN Rl Tahun 20011 Nomor 8, TLN RI Nomor 5189),
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LN Rl Tahun 2012 Nomor 117,
TLN RI Nomor 5316), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor
101, TLN RI Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota (LN RI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI Nomor 5656)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2015 Nomor 57 (LN RI Tahun 2015 Nomor 57, TLN Rl Nomor 5678),
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan Komisi Pemilihan



CATATAN

Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015
tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan
KPU Kota Depok Nomor 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang
Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Keputusan KPU
Kota Depok Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015,
Keputusan KPU Kota Depok Nomor 08/Kpts/KPU-Kota-
001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan
Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon
Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun
2015, Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14/Kpts/KPU-Kota-
001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, Surat Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depoktanggal 26 Mei 2015
Nomor 470/657-Bid.Info perihal Jumlah Kepala Keluarga.

Dalam Keputusan KPU Kota Depok Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-
011.329181/2015 ini diatur tentang:

Penetapan Jumlah Kepala Keluarga di Kota Depok dalam Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, menetapkan jumlah
Kepala Keluarga di Kota Depok dalam Pemilihan Walikota dan Wakil
Walikota Depok Tahun 2015 sebesar 585.140 Kepala Keluarga.

Keputusan KPU Kota Depok ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
tanggal 03 Juli 2015.



